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TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN
TAPANULI SELATAN.

Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 95 Tahun 2016 dengan

uraian tugas pokok dan fungsi.
Tugas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak.
Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten mempunyai
fungsi
a. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
d. Pelaksanaan Administrasi dinas di Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas.
Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Daerahsebagai berikut:

Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDaerah
Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.



Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi

a) Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak .

b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang-bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesekretariatan Dinas.

d) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta
menetapkan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait
dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam
tugasnya;

7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas
sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;

8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;

9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan

peralatan Dinas.

10. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam
rangka pembinaan dan pengembangan karir;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya;



12. Dalam melaksanakan  tugasnya, Kepala  Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anakbertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

II. Sekretariat

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak

Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas

memberikan pelayanan administrative dan teknis meliputi perencanaan,

keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga,

evaluasi dan pelaporan;

Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi

a) Pengelolaan dan pelayanan administratif umum/urusan tata usaha;

b) Koordinas penyusunan perencanaan;

c) Pengelolaan administrasi keuangan;

d) Pengelolaan administrasi kepegawaian;

e) Pengelolaan administrasi perlengkapan;

f) Pengelolaan administrasi urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan
protokol;

g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;

h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana

i) Koordinas penyusunan laporan Kkinerja dan pertanggungjawaban
pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; dan

]) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

lll. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan  Perempuan dan  Perlindungan Anaktugas

melaksanakan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan

kualitas keluarga;



Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
hukum dan kualitas keluarga,;

Penyiapan  koordinasi dan  sinkronisasi  penerapan  kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, politk hukum dan kualitas
keluarga

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik

hukumdankualitas keluarga.

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan  koordinasi dan  sinkronisasi  penerapan  kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang
ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan

kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan



V.

informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
keluarga;

Penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;

Penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan;

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender
dan hak anak;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan Kkebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugasnya.

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis

di

Bidang Pemenuhan Hak Anak. Dalam melaksanakan tugas Bidang

Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsinya

a)

b)

c)

d)

Penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil,
informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan,
kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan
budaya;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak
anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga
dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya,;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak
sipil, informasi dan  partisipasi, pengasuhan, keluarga dan
lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan
kegiatan budaya;

Penyiapan  koordinasi dan  sinkronisasi  penerapan  kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta
pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak

anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan



9)

h)

)

K)

m)

P)

Q)

lingkungan, kesehatan  dan  kesejahteraan  serta  pendidikan,
kreativitas dan kegiatan budaya,;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan
partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan
kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi,
pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan
serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan Kkebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang

pemenuhan hak anak

Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
Penyiapan koordinasi dan  sinkronisasi penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
pemenuhan hak anak;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
informasi di bidang pemenuhan hak anak;

Penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga
pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
peningatan kualitas hidup anak; dan

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di
bidang pemenuhan hak anak

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugasnya.



V. Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan

Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadapa Anak dan Perempuan

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di Bidang Pencegahan

Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

dan Perempuan menyelenggarakan fungsi

a)

b)

d)

f)

9)

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta

dari tindak pidana perdagangan

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi
khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan
pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang

pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam



h)

rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan dan pemberdayaan perempuan Kkorban kekerasan di
dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang
pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan

kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

]) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

k) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi  darurat dan  kondisi  khusus
serta dari tindak pidana perdagangan orang;

)  Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
dari tindak pidana perdagangan orang;

m) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan
penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah
tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

n) Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan

pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah



p)

D

tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan,
dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana
perdagangan orang;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi

darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
orang;

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

Penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus
anak.

Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang
perlindungan khusus anak.

Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan
bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
bidang perlindungan khusus anak;

Penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak.

Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan

informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;



aa) Penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan  penyajian data dan informasi
kekerasan terhadap perempuan dan anak;

bb) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

cc) Penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi

kekerasan terhadap perempuan dan anak.

dd) Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan
anak; dan

ee) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

ff) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.



